
r 

WALI KOTA BAUBAU 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU 
NOMOR: Z TAHUN 2019 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBAU, 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
ten tang Pemerintahan Daerah perlu menyusun 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APED) Tahun Anggaran 2018 dengan 
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3952); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4120); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

1 1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2011  ten tang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 
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25. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau 

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 

2017 Nomor 8); 

26. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Baubau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota 

Baubau Tahun 2018 Nomor 8). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU 
Dan 

WALi KOTA BAUBAU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2018 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

berupa laporan keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Laporan Operasional; 

d. Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Neraca; 

f. Laporan Arus Kas; 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: 

a. Pendapatan 

b. Belanja 

Surplus/(Defisit) . 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan 

- Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

817.299.798.195,00 

815.924.188.667,00 

1.375.609.528,00 

79.645. 711.727,33 

7.533.035.000,00 

72.112.676.727,33 

4 



Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 39.582.855.289,17 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 856.882.653.484,17 

b. Realisasi 

Selisih Lebih 

Rp. 817 .299. 798.195,00 

Rp. 39.582.855.289,17 

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 112.986.007.544,50 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 928.910.196.211,50 

b. Realisasi 

Selisih Lebih 

Rp. 815.924.188.667,00 

Rp. 112.986.007.544,50 

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus sejumlah (Rp. 73.403.152.255,33) 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Surplus setelah perubahan Rp. (72.027.542.727,33) 

b. Realisasi Surplus 

Selisih kurang 

Rp. 1.375.609.528,00 

Rp. (73.403.152.255,33) 

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0.00 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp. 79.645.711.727,33 
setelah Perubahan 

b. Realisasi Rp. 79.645.711.727,33 

Selisih Nihil Rp. 0.00 

(5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp. 1.118.169.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp. 7.618.169.000,00 
Perubahan 

b. Realisasi 

Selisih Lebih 

Rp. 

Rp. 

7.533.035.000,00 

85.134.000,00 

b. Realisasi 

Selisih kurang 

Rp. 

Rp. 

Netto sejumlah (6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan 
(Rpl.118.169.000,00) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 72.027.542.727,33 

72.112.676.727,33 

(85.134.000,00) 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 79.645.711.727,33 

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp. 79.645.711.727,33 
Tahun Berjalan 
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c. Sisa Lebih/Kurang 
(SiLPA/ SiKP A) 

Pembiayaan Anggaran Rp. 73.488.286.255,33 

Pasal 5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun 
yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut: 

a. Realisasi Pendapatan Operasional (LO) Rp. 863.710.064.547,69 

b. Realisasi Beban Operasional (LO) Rp. 743.479.188.955,41 

C. Surplus dari operasi (LO) Rp. 120.230.875.592,28 

d. Surplus dari non operasi (LO) Rp. 0,00 

e. Pos luar biasa (LO) Rp. 0,00 

f. Total Surplus (LO) Rp. 120.230.875.592,28 

Pasal 6 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut: 

a. Saldo Ekuitas awal Rp. 1.836.012.142.527,09 

b. Surplus/ Defist LO 

d. Ekuitas Akhir 

Rp. 

Rp. 

120.230.875.592,28 

105.817.502.681,75 

2.062.060. 520.801, 12 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Rp. 
Kesalahan Mendasar 

Pasal 7 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2018 
sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset Rp. 2.084.548.667.369,30 

b. Jumlah Kewajiban 

c. Jumlah Ekuitas Dana 

Rp. 

Rp. 

22.488.146.568,18 

2.062.060.520.801, 12 

Pasal 8 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruffuntuk tahun 
yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut: 

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2018 Rp. 84.204.544.251,33 

b. Arus Kas dari aktivitas operasi Rp. 179.606.138. 751,00 

C. Arus Kas dari aktivitas investasi Non Rp. (178.230.529.223,00) 
Keuangan 

d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (7.533.035.000,00) 

e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Rp. (29.513.805,82) 
Anggaran 

f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2018 Rp. 92.127.160.021,51 
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Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatifmaupun kualitatif 
atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu: 

a. Lampiran I Laporan realisasi anggaran 

Lampiran 1.1  

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

b. Lampiran II 

C. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

h. Lampiran VIII 

i. Lampiran IX 

j. LampiranX 

k. LampiranXI 

I. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 

n. Lampiran XIV 

0. LampiranXV 

p. Lampiran XVI 

q. Lampiran XVII 

r. Lampiran XVIII 

s. Lampiran XIX 

t. Lampiran XX 

Ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusan 
pemerintahan daerah dan organisasi; 

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 
pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan 
kegiatan; 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah 
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

Laporan Operasional; 

Laporan Perubahan Ekuitas; 

Neraca; 

Laporan Arus Kas; 

Catatan Atas Laporan Keuangan; 

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana 
Bergulir; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

Daftar Dana Cadangan Daerah; 

Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai 
Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 
Anggaran Berikutnya; dan 

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah. 
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Pasal 11  

Wali Kota Baubau menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau. 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, 2 2A 2019 

WALI KOTA BAUBAU, 

A.S. AMRIN 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, 2 UlA 2019 

SEKRETARIS TA BAUBAU, 

LEMBARAN ERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NO 

PARAF KOORDINAS 

NO. "'""""''"''"" 1" 1. SEDA 
2. gr~ 1T { 

• 
3. A . 8 P P 0  /  

4. dip kpEt 
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NOREG. PER URAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
NOMOR. ts 
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